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Tuntutan reformasi yang dilakukan oleh komponen masyarakat pada tahun 1998 ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, yang mengamanatkan bahwa kelembagaan dan kementerian harus melaksanakan reformasi birokrasi pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, transparan dan akuntabel guna menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Sebelum dikeluarkannya UU No 17 tahun 2007 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Polri telah menjabarkan tuntutan reformasi ke dalam bingkai besar Grand Strategy Polri Tahun 2005-2025 yang mencakup 3 (tiga) tahapan waktu yaitu: Tahap I Tahun 2005-2009 membangun kepercayaan (trust building), Tahap II Tahun 2010-2014 membangun kemitraan (partnership building) dan Tahap III Tahun 2015-2025 menuju organisasi unggulan (strive for excellence)..Hal ini merupakan wujud dari keseriusan Polri untuk melakukan perubahan sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja dalam menjalankan tugas pokok Polri. Reformasi yang dijalankan Polri adalah  suatu proses yang berkesinambungan dalam membangun dan memperkuat identitas, mewujudkan visi-misi secara nyata, meningkatkan efisiensi dan efektifitas struktur organisasi, membangun kapabilitas mengembangkan instrumen dan fasilitas pelayanan yang bernilai tambah bagi masyarakat.
Fenomena yang ada berdasarkan laporan tahunan 2011 Ombudsman RI data yang dihimpun Dari 1867 laporan kepada Ombudsman RI, instansi yang terbanyak  dilaporkan oleh masyarakat adalah Pemerintah Daerah yaitu 671 laporan (35,94%). Fakta ini menunjukkan kesamaan dengan laporan masyarakat kepada Ombudsman RI pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan instansi lainnya yang juga banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Kepolisian 325 laporan (17,41%), Lembaga Pengadilan 178 laporan (9,53%), Badan Pertanahan Nasional 165 (8,84%), serta Instansi Pemerintah/ Kementerian 154 laporan (8,25%).
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Substansi atau permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat adalah berkaitan dengan kelambatan atau penundaan pelayanan oleh penyelenggara negara, misalnya perizinan yang tidak kunjung dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah, masalah sertifikat tanah yang tidak kunjung dilayani oleh kantor pertanahan, eksekusi putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan, tidak adanya perkembangan lebih lanjut penyidikan oleh pihak kepolisian, dan sebagainya. Substansi penundaan berlarut tersebut mencapai 784 laporan (41,99%) dari 35 seluruh laporan masyarakat, diikuti oleh substansi Penyalahgunaan Wewenang sebesar 328 laporan (17,57% , Penyimpangan Prosedur 162 laporan (8,68%), Tidak Memberikan Pelayanan 151 laporan (8,09%), Permintaan Uang, Barang dan Jasa 139 laporan (7,45%), Sisanya sebanyak 303 laporan (18,22) termasuk dalam substansi maladministrasi Berpihak, Tidak Kompeten, Tidak Patut, Diskriminasi dan Konflik Kepentingan. Secara rinci laporan masyarakat berdasarkan substansi maladministrasi dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Mengacu kepada tuntutan dan harapan tersebut, Polri melakukan program guna menjawab perkembangan lingkungan strategis dan kompleksitas tantangan tugas Polri. Revitalisasi mengandung arti menjadikan sesuatu menjadi vital, bermanfaat atau penting kembali dengan memberikan sentuhan-sentuhan baru. Revitalisasi dalam tubuh Polri sebagai langkah untuk menghidup-kan, membangun dan memberdayakan kembali nilai-nilai kemampuan yang telah dimiliki Polri di segala bidang, yang selama ini belum dapat diwujudkan secara maksimal untuk menghadapi tantangan tugas Polri. Paradigma dari proses revitalisasi tersebut adalah sikap yang melayani, proaktif, transparan dan akuntabel, dimana paradigma tersebut dapat mendorong terwujudnya pelayanan prima, yang pada gilirannya di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan di sisi lain juga dapat meneguhkan soliditas internal Polri.
Penelitian ini dilakukan di tingkat Polres karena penataan organisasi Polri sebagaimana diatur dalam Keputusan Kapolri no 54 tahun 2002 tentang penetapan polres sebagai KOD (Kesatuan Operasional Dasar) sehingga polres diberi wewenang menata manajemen dan operasional di wilayahnya. Selain itu, seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II, kesatuan yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki unsur operasional dan pembinaan yang terlengkap adalah polres. Untuk itu Polri menetapkan polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD) atau “Basic Police Unit”. Polres sebagai salah satu bagian organisasi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan berprinsip dasar bahwa masyarakat selaku stake holder harus diberi pelayanan prima.
Perumusan masalah
Guna meminimalisir keluhan-keluhan dari masyarakat, Polri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, baik yang berhubungan dengan mekanisme pelayanan maupun perubahan sikap perilaku anggota Polri yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka membangun kepercayaan (trust building) dan sekaligus untuk menjawab tuntutan-tuntutan dari masyarakat.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan  ini adalah “Bagaimana meningkatkan penerapan program revitalisasi di Polrestabes Semarang?”    
Bertitik tolak pada permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1.	Bagaimana pemahaman anggota Polrestabes Semarang mengenai kebijakan  tentang Grands Strategi Polri dan Revitalisasi Polri? 
2.	Bagaimana penerapan kebijakan revitalisasi Polri di Polrestabes Semarang?
3.	Kendala apa yang dihadapi oleh anggota Polrestabes Semarang dalam penerapan kebijakan revitalisasi Polri ?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana di uraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yaitu :
1.	Untuk menganalisa pemahaman anggota Polrestabes Semarang mengenai kebijakan  tentang Grands Strategi Polri dan Revitalisasi Polri.
2.	Untuk menganalisa penerapan kebijakan revitalisasi Polri di Polrestabes Semarang.
3.	Untuk menganalisa kendala yang dihadapi oleh anggota Polrestabes Semarang dalam penerapan kebijakan revitalisasi Polri.
Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah agar para pihak – pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai implementasi program revitalisasi di Polrestabes Semarang, oleh karena itu manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut :
1.	Manfaat secara Akademik adalah sebagai karya ilmiah terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan referensi bahan kajian serta pemahaman yang mendalam tentang  implementasi program revitalisasi di Polrestabes Semarang.
2.	Manfaat    secara praktis    dari penelitian ini adalah dimasa depan diharapkan dapat   menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman sebagai  bahan  masukan  yang  berguna  bagi  semua  pihak maupun  masyarakat  khususnya Polrestabes Semarang dalam mengimplementasikan program revitalisasi Polri.
Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup materi dalam melakukan kajian dibatasi mengenai pemahaman anggota mengenai kebijakan program revitalisasi Polri, penerapan kebijakan revitalisasi Polri di Polrestabes Semarang serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan program revitalisasi Polri.
KONSEP PERILAKU ORGANISASI
Polrestabes sebagai organisasi terdepan dan Kesatuan Operasional Dasar (KOD) atau operating core dalam melaksanakan tugas pemolisian. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam organisasi polrestabes terdiri dari Polri dan PNS. Organisasi Polrestabes yang di dalam nya terdiri dari SDM (Polri dan PNS) memiliki misi dan visi yang sama, sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2002. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di polrestabes memiliki karakteristik atau perilaku yang berbeda-beda setiap personelnya. Untuk dapat mengetahui perilaku individu, perilaku kelompok dan sistem yang berjalan di polrestabes maka diperlukan konsep perilaku organisasi sebagai pisau analisanya.
 Organisasi menurut Stephen P. Robbins adalah unit sosial yang dengan sengaja diatur terdiri atas dua orang atau lebih, yang berfungsi secara relatif terus menerus untuk mencapai sasaran atau serangakaian sasaran bersama.
Dalam organisasi terdiri dari sub-bagian atau sub-sistem yang saling terkait secara keseluruhan, tetapi masing-masing sub-bagian itu jangan diseragamkan, artinya pada bagian atau divisi tertentu dalam organisasi mungkin saja mempunyai budaya kerja yang spesifik. Tambahan pula, suatu divisi tertentu mungkin pula menggunakan sistem imbalan yang berbeda dengan yang lain sesuai dengan karakteristik bagian tersebut. Menurut Leavitt (1962), bila berbagai bagian yg ada dalam organisasi disamaratakan, seragam dan tidak diperbolehkan adanya perbedaan, maka seringkali justru akan menyebabkan organisasi itu menjadi organisasi yang tidak manusiawi (unhuman). Salah satu hal penting ketika manajemen akan melakukan perubahan dan pengembangan organisasi adalah bahwa sikap/ perilaku anggota organisasi yakni karyawan, supervisor dan manajemen atas perlu diperhatikan.
Menurut Veithzal Rivai dalam “Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi” bahwa perilaku dalam manusia dalam organisasi adalah sebagai berikut:
1)	Perilaku Individu Dalam Organisasi
Perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaaan pribadi, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman masa lainnya. Sementara karakteristik individu akan dibawa memasuki suatu lingkungan baru, yaitu organisasi atau lainnya. Selain itu, organisasi juga mempunyai karakteristik dan merupakan suatu lingkungan bagi individu. Karakteristik organisasi antara lain reward system dan pengendalian. Selanjutnya, karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik organisasi yang akan mewujudkan perilaku individu dalam organisasi.
Gambar 2.1:








Sumber: “Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi”, Veithzal rivai ; 224
2)	Perilaku Kelompok
Perilaku seorang pekerja dapat menentukan keberhasilan atau prestasi kerja, baik secara individu  maupun kelompok. Prestasi seorang dalam suatu organisasi tergantung  kepada efektifitas dirinya sendiri, kecakapan tehnisnya, pengalaman manajerialnya juga peran yang dimainkan dlm organisasi.














Sumber : “Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Veithzal rivai; 266
Perilaku kelompok adalah semua kegiatan yang dilakukan dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dan saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. 
3) 	Sistem Organisasi
Sistem adalah sejumlah satuan yang berhubungan antarsatu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan yang biasanya berusaha mencapai tujuan tertentu.  Sesuai pandangan Cyert dan March (1963) bahwa tujuan organisasi ditentukan melalui perilaku koalisi. Alasannya adalah karena organisasi dan unsur-unsur lingkungan tugasnya saling tergantung, demikian pula komponen-komponen organisasi tergantung satu sama lain.

KONSEP MANAJEMEN PERUBAHAN LEWIN
Reformasi Polri pada hakikatnya merupakan tuntutan utama dalam kelangsungan tata kehidupan pemerintahan di Indonesia dalam mewujudkan “clean and good governance”. Tatanan kehidupan politik, hukum dan ekonomi masyarakat dalam era reformasi pada hakikatnya dipengaruhi oleh berbagai suasana  sehubungan perkembangan tatanan kehidupan masyarakat di lingkup global. Polri sebagai pelaksana tugas layanan fungsi kepolisian bertanggungjawab menjalankan kewenangannya dan melaksanakan tugasnya sebagai aparatur penegakkan hukum dan ketertiban umum. Untuk mencapai hal tersebut, maka Polri telah melakukan perubahan terhadap 3 hal, perubahan struktural, kultural dan instrumental. Perubahan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Butuh waktu untuk merubah paradigma yg sudah ada. Untuk dapat mengetahui perubahan yang telah dilakukan oleh Polri maka dianalisa melalui teori perubahan yang dikemukan oleh Kurt Lewin. Kurt lewin mengembangkan tiga tahap model perubahan terencana yang menjelaskan bagaimana mengambil inisiatif, mengelola dan menstabilisasi proses perubahan. Ketiga tahap tersebut oleh Robbins (2001:551) dinyatakan unfreezing, movement dan refreezing. 
1.	UNFREEZING
Unfreezing atau pencairan merupakan tahapan yang memfokus pada penciptaan motivasi untuk berubah. Individu di dorong untuk mengganti perilaku dan sikap lama dengan yang diinginkan manajemen. Unfreezing merupakan usaha perubahan untuk mengatasi resistensi individual dan kesesuaian kelompok. 
2.	CHANGING / MOVEMENTt/ COGNITIVE RESTRUCTURING
Changing atau movement merupakan tahap pembelajaran dimana pekerja diberi informasi baru, model perilaku baru, atau cara baru dalam melihat sesuatu. Maksudnya adalah membantu pekerja belajar konsep atau titik pandang baru. 
3.	REFREEZING
Refreezing atau pembekuan kembali merupakan tahapan dimana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan membantu pekerja mengitegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu. Hal ini dilakukan denganmemberi pekerja kesempatan untuk menunjukkan perilaku dan sikap baru. Sikap dan perilaku yang sudah mapan kembali tersebut perlu dibekukan, sehingga menjadi norma-norma baru yang diakui kebenarannya.
TEORI KERJASAMA
Program grands strategi polri terdiri dari 3 tahapan , dimana tahap yang ke 2 adalah “Patnership Building” (membangun kemitraan). Polri menyadari bahwa program revitalisasi Polri tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama dari seluruh komponen masyarakat. Adanya kerjasama menjadikan tugas pokok Polri untuk menciptakan harkamtibmas, menegakkan hukum,  melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dapat tercapai. Menurut Reinald Kasali, perubahan biasanya tidak bisa berjalan tanpa adanya kerjasama dari semua pihak. Teori kerjasama menjelaskan mengapa manusia mau bekerjasama dan bagaimana memperoleh kerjasama.
Ada beberapa penjelasan mengapa manusia mau melakukan kerjasama (Williams, Woodward, & Dobson,2002):
a.	Motivasi memperoleh rewards atau khawatir akan mendapatkan punishment. Misalnya , berharap akan memperoleh imbalan keuangan, kepuasan bekerja, pekerjaan yang lebih menyenangkan , khawatir atau sebaliknya.
b.	Motivasi kesetiaan terhadap profesi, pekerjaan atau perusahaan.
c.	Motivasi moral, karena dengan bekerja sama dapat diterima secara moral
d.	Motivasi menjalankan keahlian
e.	Motivasi karena sesuai dengan sikap hidup
f.	Motivasi kepatuhan terhadap kekuasaan
MOTIVASI KERJA
Sebagai sebuah organisasi, Polri terdiri dari individu, kelompok dan sistem. Individu-individu akan tergabung dalam kelompok dan kelompok-kelompok bekerja berdasarkan sistem. Individu yang membentuk kelompok dan diatur dengan sebuah sistem, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai bila individu sebagai pelaksana dari suatu program tidak memiliki motivasi. Chung & Megginson mengatakan bahwa “motivation is definied as goal-directed behavior. It concern the level of effort one exert in pursuing a goal..it is closely related to employee satisfatin and job performance, (motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan. Motivasi berkaitan erat dengan kepuasan pekerja dan performansi pekerjaan).
	Menurut Faustino Cardoso (2003) bahwa motivasi seorang pekerja untuk bekerja biasanya merupakan hal yang rumit, karena motivasi itu melibatkan faktor-faktor individual dan faktor-faktor organisasional. Yang tergolong pada faktor-faktor yang sifatnya individual adalah kebutuhan-kebutuhan (needs), tujuan-tujuan (goals), sikap (attitude), dan kemampuan-kemampuan (abilities). Sedangkan yang tergolong pada faktor-faktor yang berasal dari organisasi meliputi pembayaran atau gaji (pay), keamanan pekerjaan (job security), sesamaa pekerja (co-workers), pengawasan (supervision), pujian (praise), dan pekerjaan itu sendiri (job itself).
GRANDS STRATEGI POLRI (2005 – 2025).
Grand strategi Polri merumuskan kegiatan yang mencerminkan upaya secara gradual untuk mencapai akhir dari pekerjaan Polri secara utuh, yang dirangkum dalam 3 (tiga) tahap kegiatan antara lain  :
a.	Tahap  I :  Trust Building (2005 – 2010).
	Keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya  memerlukan dukungan dan kerjasama masyarakat  dengan landasan kepercayaan.
b.	Tahap  II :  Partnership Building (2011 – 2015).
Merupakan kelanjutan dari tahap pertama. Dimana perlu   dibangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri.
c.	Tahap  III  :  Strive For Excellence (2016 – 2025).
	Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat. Pada tahap ini kebutuhan masyarakat akan lebih mengharapkan pelayanan multidimensional yang efektif dan efisien.
Guna mendukung reformasi dan merubah stigma negatif masyarakat terhadap Polri, maka Polri melaksanakan program dalam rangka Reformasi Birokrasi Polri dengan menetapkan program-program unggulan yang dirangkai dalam program Quick Wins dengan sasaran program Quick Respons, transparansi penanganan perkara melalui SP2HP, transparansi rekruitmen Polri dan transparansi pelayanan Samsat. 
REVITALISASI POLRI
Revitalisasi menurut Danisworo (2002) adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu hal yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi.
 Gouillart dan Kelly (1995)  mendefinisikan revitalisasi sebagai  upaya mendorong pertumbuhan dengan mengaitkan organisasi   kepada lingkungannya ”
Menurut Asbhy (1999) Revitalisasi adalah mencakup perubahan yang dilaksanakan secara Quantum Leap, yaitu lompatan besar yang tidak hanya mencakup perubahan bertahap atau incremental, melainkan langsung menuju sasaran yang jauh berbeda dengan kondisi awal organisasi”.
Program Revitalisasi Polri dirangkum dalam Road Map sebagai acuan dalam penjabaran program kerja sebagai langkah untuk menghidupkan, membangun dan memberdayakan kembali nilai-nilai kemampuan yang telah dimiliki oleh Polri di segala bidang, yang selama ini belum dapat diwujudkan secara maksimal. Kerangka Road Map Revitalisasi terdiri dari 3 (tiga) Komponen, antara lain :
a.	Penguatan Institusi. 
Merupakan langkah penguatan institusional yang berkelanjutan dari seluruh kebijakan dan program yang telah dirintis dan berjalan selama ini, guna menjamin kesinambungan organisasi Polri dalam mencapai Visi dan Misinya. Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi Pokok Program Revitalisasi yaitu Melanjutkan Grand Strategy Polri Tahun 2005-2025 dan Implementasi Struktur Organisasi Polri yang baru.
b.	Terobosan Kreatif.
	Dalam Road Map ini, hal yang menjadi Pokok Progran Revitalisasi yaitu program terobosan kreatif berupa : Pengembangan infrastruktur pelayanan, penataan sistem manajemen berbasis kompetensi dan Sistem Manajemen Kinerja serta pengembangan informasi dan teknologi Kepolisian.
c.	Peningkatan Integritas.
	Merupakan peneguhan dedikasi dan loyalitas seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya dengan sebaik-baiknya disertai peningkatan peran pengawasan guna memelihara akuntabilitas kinerja baik perorangan maupun organisasi.Dalam Road Map ini, terdapat 2 (dua) hal yang menjadi pokok program yaiu Peningkatan Integritas dan Peningkatan Pengawasan.
	Ketiga komponen Road Map tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang diharapkan mampu merevitalisasi peran Polri untuk menjadikan Polri lebih melayani, proaktif, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kaidah taat hukum, taat prosedur dan taat etika, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan soliditas internal Polri. Indikator Impelementasi Road Map ini adalah :
1)	  Polri Yang Melayani, adalah memberikan pelayanan kepolisian yang lebih cepat, lebih mudah, lebih baik dan lebih nyaman bagi masyarakat dengan memenuhi standar mutu pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat. Secara eksternal menjadikan Polri sebagai Public Service Organization (PSO), dan secara Internal menerapkan budaya atasan melayani bawahan (Servant Leadership);
2)	  Polri Yang Proaktif, adalah mengetahui secara dini kondisi yang apabila tidak segera mendapat respon berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, serta menjalin kerjasama yang sinergis dengan pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi dengan solusi yang tepat. Secara eksternal diharapkan dapat meningkatkan kepekaan, reponsif, inisiatif dan tegas mengatasi pelanggar hukum dan secara Internal bertindak poraktif mencegah pelanggaran dan penyimpangan serta mengambil tindakan tegas terhadap personil Polri yang melanggar hukum.
3)	Polri Yang Transparan, adalah memberikan informasi yang diperlukan masyarakat secara proporsional secara eksternal dengan membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan, dan secara internal bersikap terbuka, bersedia menerima komplin dan dapat memberikan respon yang baik.
4)	Polri Yang Akuntabel,adalah pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dengan selalu mengikuti kaidah hukum dan prosedur baku, serta bertindak sesuai norma dan etika secara eksternal melakukan penanganan perkara secara tegas dan tuntas, tidak diskriminatif, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, dan secara internal menekankan personil dalam mengemban tugas selalu dengan penuh rasa tanggung jawab.
Penelitian terdahulu
1.	Norman Solomon, Roselie McDevitt, Catherine Giapponi (2008), “Strategy Revitalization in Academe : a balanced scorecard approach “ . Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa universitas harus tetap kompetitif untuk memenuhi tuntutan lembaga akreditasi . Administrator menghadapi peningkatan tuntutan kualitas dan akuntabilitas dari kekuatan internal dan eksternal dan konstituen . Universitas menggunakan balanced scorecard dalam jenis program revitalisasi. 
	Keberhasilan pelaksanaan proses revitalisasi balanced scorecard tergantung pada membangun sistem  .Dalam aplikasi ini ada empat persyaratan sistem  : a) Pemain kunci diidentifikasi ; b) Infrastruktur subkomite diciptakan untuk mendukung para peserta ; c) Hasil pengukuran dicapai melalui laporan tertulis dan pertemuan fakultas , dan d) Dana dibuat tersedia untuk mencapai hasil tersebut.
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Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Menurut Keirl dan Miller  yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan peristilahannya. 
Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy Moleong:
1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apa bila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini secara tidak langsung hakikat hubungan antara penelitidan responden
3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
2.	Jenis Pendekatan
Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian fenomenalogi. Penelitian fenomenalogi berorientasi untuk memahami, menggali dan menafsirkan arti peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena dan hubungan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Asmadi Alsa (2003) penelitian dengan pendekatan fenomenalogi berusaha memahami makna dari suatu peristiwa atau fenomena yang saling berpengaruh dengan manusia situasi tertentu. Hakikat penelitian kualitatif adalam mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapatkan informasi  atau data yang diperlukan.
3.	Sumber Data
a.	Data Primer
Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang implementasi program revitalisasi di Polrestabes Semarang. Narasumber dalam penelitian ini adalah: Kapolrestabes Semarang, Kabag Perencanaan, Kabag Sumda, Kasat Sabhara, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Intel, Kasat Binmas, Perwira dan Brigadir personel di satuan kerja lalulintas, intel, sabhara, reskrim dan intel.

b.  	Data sekunder
Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari Mabes Polri/ Polda/ Polrestabes Semarang. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi, Surat Telegram, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan personel Polrestabes Semarang.
4.	Teknik Pengumpulan Data
Lofland (1984) dalam Moleong (2010), mengatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :
a.	Survei 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui survai. Menurut Fuad Mas’ud (2004) dalam “Survai Diagnosis Organisasional”, survai merupakan proses pengumpulan data secara sistematis dengan menggunakan kuesioner (atau teknik lain seperti wawancara) yang diberikan kepada pelanggan baik internal maupun eksternal untuk mengetahui, menilai dan menganalisis bagaimana organisasi berfungsi, dan mengambil kesimpulan untuk rekomendasi bagi manajer atau konsultan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Sebagai alat, hasil survai diagnosis organisasi dapat pula digunakan sebagai dasar perumusan strategi yang lebih luas seperti perubahan struktur organisasi, program pelatihan, meningkatkan kerjasama antar departemen serta peningkatan kualitas kerja karyawan.
b.	Wawancara Terstruktur
Metode pengumpualan data yang digunakan selanjutnya adalah wawancara terstruktur. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden. Dalam hal ini pewawancara berpedoman pada kuesioner. Terlebih dahulu pewawancara membaca dan memahami kuesioner dengan baik, kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada responden dan responden menjawab secara lisan. Pewawancara mencatat (menuliskan) jawaban responden kepada kuesioner. Wawancara seperti ini dapat dilakukan baik di tempat kerja umum maupun bukan ditempat kerja misalnya di rumah responden. Melalui metode wawancara dapat meningkatkan tingkat pengembalian jawaban (response rate), dan pewancara dapat mengurangi jawaban; tidak tahu atau tidak ada jawaban. Dengan metode ini pewawancara dapat mengetahui ekspresi non verbal seperti ekspresi wajah, dan gerakan tubuh dari responden, sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih tepat.
c.	Dokumentasi 
	Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada ditempat penelitian ataupun  yang berada di luar tempat penelitian, yang ada hubungannnya dengan penelitian tersebut. Arikunto (2006:132), teknik dokumentasi yaitu “mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”. Adapun caa kerja teknik pengumpulan data, penentuan informan, dan teknik analisa data dalam penelitian kualitatif dapat dilihat dalam penjelasan berikutnya.
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi khususnya untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dalam observasi dan wawancara. Materi yang diperlukan dalam penelitian Implementasi program revitalisasi adalah :
1)	Data mengenai profil Polrestabes Semarang mencakup : visi, misi, struktur organisasi, jumlah personel, sarana dan prasarana serta peta wilayah hukum Polrestabes Semarang.
2)	Data tentang job description (uraian tugas) yang dilaksanakan oleh personel Polrestabes Semarang.
3)	Sumber data dari para pimpinan bagian (kabag) dan satuan (kasat), personel polrestabes semarang, surat-surat tentang grands strategi polri dan revitalisasi polri, laporan tentang pelaksanaan tugas dan literatur-literatur lain yang terkait dengan program revitalisasi polri.

d.	Diskusi Terpusat (Focus Group Discussion)
		FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peniliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti, sehingga diharapkan akan diperoleh hasil pemaknaan yang lebih obyektif. FGD yang dilakukan adalah membagi kelompok menjadi 2 yakni kelompok yang memiliki pangkat perwira/ PNS golongan III dan personel yang berpangkat brigadir/ PNS gol II.
e.		Observasi (Observation)
		Menurut Iskandar (2009) kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dalam hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.
5.	Teknik  Analisa Data
Teknik analisa data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, yang membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian (Iskandar : 136). Selanjutnya Sujana (1989) menyatakan analisis data kualititatif bertolak dari fakta/ informasi di lapangan.
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
6.	Reduksi Data
Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal pokok yang berhubungan  dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali.
7.	Penyajian Data
Penyajian data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian, baik yang berbentuk matrik atau pengkodean, dari hasil reduksi data dan penyajian data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kembali kesimpulan dan memverifikasikan sehingga data menjadi bermakna.
8.	Kesimpulan dan Verifikasi
Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara merefleksi kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, trianggulasi sehinga kebenaran ilmiah dapat tercapai.		
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.	Fungsi dan Susunan Organisasi Polrestabes
Dalam melaksanakan tugasnya, Polrestabes Semarang menyelenggarakan fungsi:
a.	pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
a.	pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning);
a.	penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
a.	pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka  peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
a.	pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);
a.	pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan  penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
a.	pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan  keamanan di wilayah perairan; dan
a.	pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Susunan organisasi Polrestabes Semarang terdiri dari:
a.	unsur pimpinan terdiri dari Kapolrestabes dan Wakapolrestabes.
a.	unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari: Bagops, Bagren, Bagsumda, Siwas, Sipropam, Sikeu dan Sium.
a.	unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari : Satintelkam, Satreskrim, Satresnarkoba, Satbinmas, Satsabhara, Satlantas, Satpamobvit.
a.	unsur pendukung : Sitipol





Gambar  : Struktur Organisasi Polrestabes Semarang
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Sumber : bag Sumda Polrestabes Semarang


3.	Pemahaman Anggota Polrestabes Semarang mengenai Kebijakan  tentang Grands Strategi Polri dan Revitalisasi Polri
Program revitalisai Polri digulirkan oleh pimpinan Polri untuk memenuhi harapan masyarakat yang menghendaki perubahan paradigma polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja polri yang pada saat sebelumnya masih jauh dari harapan masyarat. Untuk melakukan perubahan paradigma baik pola pikir maupun budaya dalam tubuh polri maka disusunlah rencana jangka panjang yang tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kurt lewin mengembangkan tiga tahap model perubahan terencana yang menjelaskan bagaimana mengambil inisiatif, mengelola dan menstabilisasi proses perubahan. Ketiga tahap tersebut oleh Robbins (2001:551) dinyatakan unfreezing, movement dan refreezing.
a.	Unfreezing
Unfreezing atau pencairan merupakan tahapan yang memfokus pada penciptaan motivasi untuk berubah. Individu di dorong untuk mengganti perilaku dan sikap lama dengan yang diinginkan pimpinan Polri dan masyarakat. Pada tahap ini personel Polrestabes Semarang yang sudah merasa nyaman dengan paradigma yang lama tidak mudah untuk merubah ke paradigma yang baru. Perubahan mindset dan culture set sangatlah sulit terutama bagi personel yg sudah mendapatkan kesejahteraan, penghargaan, kemudahan dan fasilitas.

 Hal ini dikuatkan oleh narasumber Brigadir Nur Zaeni:
“ Perubahan mind set merupakan hal yg sangat sulit terutama bagi personel lalu lintas yang biasa mendapatkan imbalan atas jasanya memberikan bantuan dalam pengurusan surat ijin mengemudi (SIM) kemudian adanya aturan bahwa tidak diperbolehkan anggota lalu lintas untuk menerima imbalan dari masyarakat. Adanya aturan tersebut membuat tidak nyaman dari personel yang sudah biasa mendapatkan kesejahteraan. Untuk perubahan budaya sudah terjadi perubahan dimana satlantas sudah transparan dalam proses penerbitan SIM.”

Pada tahap ini personel Polrestabes menerima pelatihan perubahan Mind Set dan Culture Set melalui NAC (Neuro Assosiative Conditioning). NAC merupakan pelatihan perubahan Mindset dan Culture Set yang dikembangkan oleh anggota Polri sejak 2005 di SPN Mojokerta jawa Timur. Pelatihan NAC pada dasarnya sejenis pelatihan yg menyerupai pelatihan ESQ 165  yang dikembangkan oleh Ary Ginanjar. Kegiatan pelatihan perubahan Mind Set dan Culture Set gelombang 1 dilaksanakan pada tanggal 27-28 januari 2012 di Polda Jateng dan gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 6-7 Mei 2014 di SPN Purwokerto. Materi pelajaran dalam NAC meliputi : pengenalan NAC Polri, proses penanggalan jaket; potensi manusia; tes kekuatan otot ; mata adalah jendela hati; penyebab sikap; pujian dan penghargaan; tingkatkan semangat dan percaya diri; pergantian alam dalam pikiran; persamaan dan pencerminan; memperbaiki komunikasi yang terputus; stress relief atau pembicaraan di bawah alam sadar; ritual/ doa bersama; fire walk dan refleksi. Metode yang digunakan dalam pengajaran adalah: ceramah; praktek ; dialog dan refleksi
Dari hasil wawancara dengan Kapolrestabes:
“Polri terus berbenah untuk memenuhi harapan masyarakat, program revitalisasi Polri merupakan sebuah program yg diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat. Melalui pelatihan NAC (Neuro Assosiative Conditioning) diharapkan personel Polrestabes Semarang dapat berubah pola pikirnya, namun demikian baru sebagian kecil personel Polrestabes yg menerima pelatihan tersebut. Untuk menindaklanjuti pelatihan NAC maka proses perubahan mindset dan culture set disampaikan dalam setiap kesempatan baik melalui apel, rapat maupun pelaksanaan gelar operasional.”

Dari penjelasan narasumber Kasat Binmas bahwa: 

“ Pelatihan NAC yg dilaksanakan oleh Polda Jateng sampai saat ini baru dilaksanakan 2 kali yakni di Polda Jateng dan di SPN Purwokerto. Dalam pelatihan tersebut hanya sebagian kecil personel Polrestabes yg mengikutinya. Pelatihan perubahan mind set dan culture set melalui NAC seharusnya diikuti oleh seluruh personel Polrestabes Semarang. Dg adanya pelatihan tersebut diharapkan ada perubahan pola pikir terhadap personel Polrestabes Semarang.” 

b. 	Changing / Movement/ Cognitive restructuring
Changing atau movement merupakan tahap pembelajaran dimana pekerja diberi informasi baru, model perilaku baru, atau cara baru dalam melihat sesuatu. Maksudnya adalah membantu pekerja belajar konsep atau titik pandang baru. Pada tahap ini personel Polrestabes diberikan informasi baru mengenai program yang digulirkan oleh pimpinan polri. Program yang merupakan rencana jangka panjang yang termuat dalam grands strategi polri dimana untuk mempercepat pencapaian tujuan dimunculkan program quick wins dan program revitalisasi. Pemberian informasi mengenai program revitalisasi melalui pemberian arahan pada saat apel pagi, sosialiasi di aula Polrestabes, arahan yg diberikan melalui surat telegram dan pelaksanaan gelar operasional.
Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dari narasumber AKBP I NENGAH WIRTA DARMAYANA, S.H.,M.H :
“Sosialisasi program revitalisasi dilaksanakan secara berjenjang dri tingkat mabes sampai dengan tingkat polres. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pengarahan di aula polrestabes, surat telegram dan penyampaian pada saat kegiatan apel pagi. Harapan dari pelaksanaan sosialisasi adalah personel Polrestabes memahami, mengerti dan bisa melaksanakan program tersebut.” 

Dari wasil wawancara dengan narasumber mengenai program revitalisasi sebagai berikut:
1)	 Aipda WAWAN PRIH PRASTANTO  bahwa :
“Program revitalisasi merupakan program pengembalian Polri menjadi instansi vital dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.”

2)  	Penda DWI RIANI bahwa:
“Program revitalisasi merupakan program kerja polri untuk mengembalikan peranan polri menjadi yg vital”.

Terkait program grands strategi Polri maka jawaban yg diberikan oleh narasumber :
1)	Brigadir Nur Zaeni :
“Grands strategi merupakan program perubahan-perubahan dalam tubuh Polri”.

2)	Aipda Wawan P.R
“ Grands strategi merupakan strategi besar Polri yang harus terwujud tahun 2025”

3)	Aipda Dwi Endang M.R
“Grands strategi merupakan program kerja Polri dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat”

Terkait program Quick Wins maka jawaban yg diberikan oleh nara sumber :

1)	AKP SURADI WARSO bahwa; 
“Program percepatan transparansi dalam penegakkan hukum, lalu lintas dan proses rekruitmen polri.”

2)	Aiptu SUGENG WINDU SAPUTRO menjelaskan bahwa :

“ Program Quick Wins merupakan sebuah program untuk memberikan percepatan dalam pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat polri harus bersifat pro-aktif atau jemput bola.”

Pada saat penulis mencoba mendalami pemahaman nara sumber tsb mengenai tahapan-tahapan dalam Quick Wins,  Grands strategi Polri dan Revitalisasi Polri, narasumber tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai tahapan-tahapan yang hendak dicapai dalam program Quick Wins, Grands strategi Polri dan Revitalisasi Polri
c. 	Refreezing
Refreezing atau pembekuan kembali merupakan tahapan dimana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan membantu personel Polrestabes Semarang mengitegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu. Hal ini dilakukan dengan memberi personel Polrestabes Semarang untuk menunjukkan perubahan mind set dan culture set baru. Perubahan sikap dan perilaku yang sudah sesuai dengan harapan dari masyarakat untuk menjadi personel polri yang profesional, transparan , akutabel dan humanis tersebut perlu dibekukan, sehingga menjadi norma-norma baru yang diakui kebenarannya.
Dari penjelasan narasumber Kapolrestabes Kombes Pol. Drs Djihartono :
“Sebagian besar sudah, baik secara kelompok atau individu , personel Polrestabes semarang sudah  memiliki perilaku, kemampuan dan ketrampilan yg dibutuhkan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat kota Semarang.”

Sedangkan menurut narasumber AKBP Ahmad Iskandar bahwa:

“...namun demikian masih banyak anggota yg masih memiliki perilaku yg negatif seperti melakukan pungli, meminta imbalan atas pelayanan yang diberikan. Untuk mencegah perilaku menyimpang maka perlu dilakukan optimalisasi perlu ditingkatkan melalui kejuruan, reward, motivasi karir yg proporsional”.

d. 	Simpulan
Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD)  dapat diperoleh gambaran terkait kondisi sumber daya manusia Polrestabes Semarang. Pemahaman  anggota terhadap implementasi program revitalisasi antara lain :
1)	Terkait dengan penanaman nilai-nilai atau perubahan mind set kepada anggota  Polrestabes Semarang mengenai perubahan budaya di tubuh Polri telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada seluruh personel pada pelaksanaan apel, diskusi, sarasehan dengan anggota. Adapun hasil yang dicapai adalah sudah ada perubahan mind set maupun culture set anggota Polrestabes Semarang terutama pada sikap perilaku yang lebih santun, sabar, semangat serta ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi hal tersebut baru dilaksanakan oleh sebagian anggota Polrestabes Semarang, sebagian besar perilaku anggota Polrestabes Semarang masih belum menunjukkan perubahan mind set maupun culture set dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.
2)	Terkait dengan program Grand Strategi Polri, pimpinan Polrestabes Semarang telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan program tersebut dan seluruh anggota Polrestabes Semarang mengetahuinya akan tetapi pemahaman anggota terkait dengan program tersebut masih dirasa sangat kurang. Pada level middle manager telah mengetahui dan memahami program tersebut akan tetapi pada level first manajer kebawah kurang memahami program tersebut. 
3)	Terkait dengan program Quick Wins seluruh personel Polrestabes Semarang sudah mengetahuinya akan tetapi tidak seluruhnya mampu untuk menyebutkan isi dari program tersebut meskipun seluruh responden menyatakan bahwa pernah dilaksanakan sosialisasi terkait dengan program Quick Wins tersebut. 
4)	Terkait dengan program revitalisasi Polri meskipun sudah pernah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh personel Polrestabes Semarang terkait dengan program tersebut, akan tetapi pada kenyataannya sebagain besar responden tidak mampu menyebutkan dan menjabarkan esensi dari program tersebut, sehingga sebagian besar anggota Polrestabes Semarang belum memahami apa yang ingin dicapai dalam revitalisasi dan bagaimana seharusnya anggota melaksanakan program tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. 	Penerapan Kebijakan Revitalisasi Polri di Polrestabes Semarang
a. 	Penguatan Institusi
1). 	Perilaku Personel Polrestabes Semarang dalam Melaksanakan Program Revitalisasi Polri
Menurut Veithzal rivai  dalam “Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi” bahwa perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaaan pribadi, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman masa lainnya. Sementara karakteristik individu akan dibawa memasuki suatu lingkungan baru, yaitu organisasi atau lainnya. Selain itu, organisasi juga mempunyai karakteristik dan merupakan suatu lingkungan bagi individu. Karakteristik organisasi antara lain reward system dan pengendalian. Selanjutnya, karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik organisasi yang akan mewujudkan perilaku individu dalam organisasi.
	Dari jawaban responden Aiptu Dwi Endang Mugi Rahayu :
	“...masih banyak anggota yang belum memahami maksud dan tujuan dari program revitalisasi. Anggota masih banyak yang bersifat acuh dan tak acuh terkait dengan program tersebut. Mereka hanya sebatas melaksakanan apa yang menjadi tugas pokoknya.”

Hal senada juga disampaikan oleh responden Brigadir Dwi Prasetianto :
	“ sebagian besar anggota sabhara belum memahami program revitalisasi Polri, selama ini apa yang menjadi perintah kasat sabhara itu yang dilakukan oleh anggota sabhara”

Sedangkan menurut responden AKBP I Nengah Wirta Damayana,SH.,MH :

“Sebagian besar anggota sudah memahami program revitalisasi hanya saja mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di sinilah peran dari kepala satuan fungsi untuk mengarahkan anggota/ individu yang ada dalam satuan fungsinya untuk ikut berperan dalam melaksanakan program revitalisasi”.

Jawaban dari responden AKBP Ahmad Sunandar :
“Sebagian besar anggota sudah memahami arah dari program revitalisasi, mereka sudah berjalan kearah yang sama dalam melaksanakan tugas pokok dan peranannya menuju pelayanan prima kepada masy. Personel Polrestabes sebagian besar sudah mempunyai perilaku yang diharapkan oleh  masyarakat spt santun, tidak arogan dalam memberikan pelayanan, namun demikian masih ada oknum yang melakukan pungutan liar pada saat melakukan penegakkan hukum (tilang ranmor) atau meminta imbalan atas jasa dalam membantu menguruskan SIM .”

Dari jawaban-jawaban responden yang ada dapat dijelaskan bahwa kepedulian individu dalam Polrestabes Semarang terkait program revitalisasi sangat tergantung dari karateristik individu tersebut. Semakin tinggi tingkat tanggung jawab atau kepangkatan individu, pengalaman, kemampuan maka semakin besar pengetahuan dan rasa tanggung jawab individu atau anggota tersebut mengenai keberlangsungan program revitalisasi. Demikian pula perilaku sumber daya manusia Polrestabes Semarang, belum secara optimal berubah, meskipun Polri telah melakukan berbagai upaya dengan menentukan arah dan kebijakan dengan menetapkan berbagai program unggulan untuk merubah mind set dan culture set sumber daya manusia Polrestabes Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Alasan klasik “kesejahteraan” selalu mewarnai budaya kerja personil Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Personel Polrestabes Semarang dalam memberikan pelayanan masih saja cenderung berorientasi pada “profit oriented” (mencari keuntungan), akibatnya sering terjadi diskriminasi bentuk-bentuk pelayanan, yaitu kecenderungan para personel Polrestabes Semarang untuk mendahulukan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memberikan “upah”. 
2)  	Perilaku Kelompok (Satuan Fungsi) Polrestabes Semarang dalam Melaksanakan Program Revitalisasi Polri
	Menurut Veithzal rivai  dalam “Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi” bahwa Perilaku kelompok adalah semua kegiatan yang dilakukan dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dan saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. 
Dari jawaban responden terkait perilaku kelompok dalam organisasi Polrestabes Semarang mengenai program revitalisasi sebagai berikut:
a)	AKBP Dian Restu Pratiwi Kanti,B.sc :
“..secara kelompok, tiap-tiap fungsi atau satuan sudah memahami apa yang hendak dicapai dalam program revitalisasi, hal ini bisa dilihat dari tiap-tiap satuan fungsi membuat terobosan kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.”

b)	Penda Dwi Riani:
“satuan fungsi lalu lintas telah melaksanakan program revitalisasi dengan membuat terobosan kreatif diantaranya membuat ruang pengaduan info lantas, membuat antrian elektronik dan inovasi penggunaan avis untuk ujian teori.”
	
Perilaku kelompok dalam satuan fungsi di Polrestabes Semarang terkait program revitalisai dapat dijelaskan bahwa tiap-tiap satuan fungsi menjabarkan program revitalisasi. Tahapan-tahapan yang ada dalam program revitalisasi telah dijabarkan oleh tiap-tiap satuan fungsi namun demikian dari pengamatan penulis masih ada satuan fungsi yang belum optimal dalam menjabarkan program terobosan kreatif. Terobosan kreatif yang ada masih sangat minim.
3)	Sistem Polrestabes Semarang dalam Melaksanakan Program Revitalisasi Polri
Sistem dan metode program revitalisasi Polri yang di implementasikan oleh Polrestabes Semarang diawali dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh personel secara komprehensif dan berkelanjutan baik melalui kegiatan sarasehan dengan anggota, diskusi maupun kegiatan apel pagi dan siang. Hal tersebut dilaksanakan agar program revitalisasi tersebut benar-benar dapat dipahami dan dijadikan sebagai pedoman oleh seluruh personel Polrestabes Semarang dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang pada akhirnya akan dapat merubah stigma negatif sebagian besar masyarakat terhadap institusi Polri.
Disamping melakukan sosialisasi terhadap program revitalisasi, kegiatan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang adalah melakukan perubahan Mind Set terhadap personel Polrestabes Semarang. Perubahan Mind Set dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Polri yang profesional, proporsional, akuntabel dan terukur dalam melaksanakan tugas pokoknya selaku pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat serta dalam rangka menegakkan hukum. Perubahan pola pikir atau mind set dilakukan untuk membangun paradigma positif anggota polri dengan meninggalkan paradigma lama yang sangat merugikan masyarakat dan membawa dampak negatif terhadap insitusi Polri. Guna mengembangkan sikap dan kebiasan berpikir positif serta meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri dalam menghadapi tugas kepolisian maka sebagian personel Polrestabes Semarang menerima pelatihan perubahan Mind Set dan Culture Set melalui NAC (Neuro Assosiative Conditioning). Kegiatan pelatihan perubahan Mind Set dan Culture Set gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 27-28 januari 2012. gelombang ke dua dilaksanakan pada tanggal 6-7 Mei 2014 di SPN Purwokerto Materi pelajaran dalam NAC meliputi : pengenalan NAC Polri, proses penanggalan jaket; potensi manusia; tes kekuatan otot ; mata adalah jendela hati; penyebab sikap; pujian dan penghargaan; tingkatkan semangat dan percaya diri; pergantian alam dalam pikiran; persamaan dan pencerminan; memperbaiki komunikasi yang terputus; stress relief atau pembicaraan di bawah alam sadar; ritual/ doa bersama; fire walk dan refleksi. Metode yang digunakan dalam pengajaran adalah: ceramah; praktek ; dialog dan refleksi. Hal ini senada dengan penjelasan dari narasumber AKBP DIAN RESTU PRATIWI KANTI, Bsc bahwa :
“Dalam penguatan institusi sebagaimana yang dimaksud dalam program revitalisasi maka Polrestabes telah melakuan pelatihan NAC yakni suatu pelatihan yang dilakukan untuk merubah mind set dan culture set”.
Namun demikian, meskipun sosialisasi dan perubahan mind set serta culture set melalui NAC sudah dilaksanakan akan tetapi dalam pelaksanaannya program revitalisasi belum berjalan secara optimal. Kegiatan pelatihan NAC yg belum diberikan kepada seluruh personel Polrestabes Semarang menjadikan perubahan mind set dan cuture set belum begitu kelihatan, sedangkan pelaksanaan sosialisasi yg tidak dilaksanakan secara kontinyu menjadikan personel Polrestabes Semarang belum seluruhnya memahami program revitalisasi tersebut, hal ini tercermin dari jawaban responden atas pertanyaan dari penulis tentang “Kendala atau hambatan apa yang dialami dalam penerapan program revitalisasi Polri ? Bagaimana kiat untuk mengatasi kendala tersebut dan sebagian responden menyatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan masih sangat kurang sehingga anggota menganggap bahwa program revitalisasi tersebut hanya slogan semata meskipun program revitalisasi tersebut relevan untuk menjawab tuntutan masyarakat saat ini, hal ini akan mempengaruhi kinerja anggota Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan pelayanan, terbukti sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa sebagian besar personel Polrestabes Semarang belum dapat berpartisipasi dalam menyampaikan inovasi atau gagasannya guna mendukung program revitalisasi tersebut, kinerja anggota Polrestabes Semarang masih bersifat monoton dan menunggu perintah pimpinan disamping kecenderungan adanya sikap apatis dan tidak peduli terhadap lingkungan kerja.
	Penjelasan dari narasumber AKBP Ahmad Sunandar :
	“Program revitalisasi di satuan Intelkam masih sangat minim terobosan kreatif hal ini karena keterbatasan anggaran. Untuk melaksanakan kegiatan rutin saja masih sangat kurang apalagi untuk melaksanakan terobosan kreatif yang tentu saja sangat membutuhkan anggaran. Adanya reward atau penghargaan yang diberikan oleh pimpinan terhadap personel  dapat  memotivasi personel apabila dilaksanakan secara optimal.”

Sebagai sistem, Polrestabes dalam menjabarkan program revitalisasi melakukan upaya-upaya yakni : memberikan sosialiasi atau pemahaman kepada personel Polrestabes Semarang mengenai arah kebijakan pimpinan mengenai program Quick Wins, Grands Strategi Polri dan Revitalisasi Polri. Dengan dilakukan sosialisasi diharapkan personel Polrestabes Semarang baik secara individu , kelompok maupun sistem dapat mengerti, memahami dan menjabarkan program revitalisasi. Setelah melakukan sosialisasi maka langkah selanjutnya adalah membentuk tim atau kelompok sesuai dengan bidang tugasnya untuk menjabarkan program revitalisasi ditingkat Polrestabes Semarang. Untuk meningkatkan pencapaian program revitalisasi maka diberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan ide, gagasan dan inovasi secara berjenjang.
4)	Motivasi Kerja Personel Polrestabes Semarang dalam Melaksanakan Program Revitalisasi Polri
Menurut Suyadi Prawirosentono (2008) bahwa salah satu teori yang membahas tentang motivasi adalah Teori Harapan (Expectacy Theory) yang membahas adanya hubungan antara upaya melaksanakan kerja (job effort) dengan kinerja dan hasil kinerja (performance outcomes). Dalam hal ini Victor Vroom (1994) yang pertama kali menyuguhkan teori harapan ini secara konsepsional dengan mengajukan persamaan sebagai berikut. 
Dari penjelasan narasumber terkait motivasi :
a)	Aiptu Sugeng Windu Saputro :
“Salah satu bentuk reward yang diberikan oleh pimpinan Polrestabes Semarang adalah penempatan personel ditempat tugas yang memungkinkan personel untuk naik pangkat namun demikian masih terjadi penempatan personel yang dikarenakan faktor KKN sehingga menimbulkan perasaan tidak puas terhadap personel yang lain. Hal ini dapat melemahkan personel yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.”

b)	Brigadir Nur Zaeni :
“ hal-hal yang dapat memberikan motivasi anggota dalam melaksanakan program revitalisasi adalah keteladanan dari pimpinan dalam hal bekerja dan berperilaku serta adanya penghargaan dari pimpinan kpd individu atau kelompok yang telah melaksanakan program revitalisasi.”

c)	Aipda Wawan Prih Prastanto
	“motivasi personel dalam melaksanakan tugasnya karena adanya reward dan punishment yang jelas dari pimpinan, tanpa adanya reward yang jelas maka anggota akan mengharapkan penghargaan dari masyarakat dengan melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh peraturan Polri.”

Personel polrestabes Semarang sangat mengharapkan adanya penghargaaan atas upaya yang telah dilakukan dalam melakukan program revitalisasi. Adanya penghargaan dari pimpinan akan menjadi pembeda terhadap individu atau kelompok yang telah melakukan kerja (job effort) program revitalisasi. Penghargaan yang telah dilakukan oleh pimpinan Polrestabes Semarang belum bisa menjadi pemicu atau semangat untuk personel Polrestabes Semarang dalam melaksanakan program revitalisasi. Masih adanya personel polrestabes semarang lebih menghendaki penghargaan dari masyarakat berupa imbalan atas jasa yg telah diberikan drpd penghargaan pimpinan. Akibatnya sebagian personel lebih menghendaki keuntungan pribadi dari pada melaksanakan perintah pimpinan untuk melaksanakan program revitalisasi. 
5)	Kerjasama yang dilakukan Polrestabes
Pelaksanaan program revitalisasi tidak bisa berjalan tanpa adanya kerjasama. Kerjasama antara pimpinan dengan anggota polrestabes semarang maupun kerjasama antara kepolisian dengan seluruh komponen masyarakat. Adanya kerjasama menjadikan tugas pokok Polri untuk menciptakan harkamtibmas, menegakkan hukum,  melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dapat tercapai. Dengan adanya kerjasama dengan komponen masyarakat maka program-program yang tidak didukung anggaran bisa dilaksanakan. Peran serta masyarakat sangat vital dalam menunjang pelaksanaan program revitalisasi. Program terobosan kreatif yang tidak didukung anggaran DIPA dapat dilaksanakan karena peran serta atau bantuan dari masyarakat. Hal ini dikuatkan oleh responden AKBP Wika Hardianto,SH.,SIK :
“Untuk mendukung program revitalisasi dalam hal terobosan kreatif maka satuan reskrim Polrestabes memanfaatkan potensi masyarakat yang dpt memberikan bantuan kepada satuan reskrim.”

Menurut Reinald Kasali, perubahan biasanya tidak bisa berjalan tanpa adanya kerjasama dari semua pihak. Teori kerjasama menjelaskan mengapa manusia mau bekerjasama dan bagaimana memperoleh kerjasama.
	Motivasi karena patuh terhadap atasan atau kekuasaan menjadikan satker harus mencari upaya menjalankan program terobosan kreatif yg tidak di dukung dengan anggaran. Satuan Kerja (satker) harus bekerjasama dengan pihak lain atau mencari potensi masyarakat yang dapat memberikan bantuan sehingga satuan kerja reskrim dapat melaksanakan program terobosan kreatif. Hal ini dikuatkan oleh narasumber AKBP Wika Hardianto, SH.,SIK ttg perlunya kerjasama dengan pihak lain:
“Program revitalisasi khususnya terobosan  kreatif tidak didukung oleh anggaran shg dalam pelaksanaanya satreskrim harus mencari mitra yang dapat memberikan bantuan untuk tercapainya program terobosan kreatif.”

	Program revitalisasi yang dilaksanakan oleh Polrestabes tidak bisa terlaksana tanpa adanya kerjasama. Kerjasama yang dilakukan antara baik dengan intern dalam hal ini antara anggota dengan pimpinan maupun kerjasama dengan pihak luar dalam hal ini masyarakat dan pemangku kepentingan. Polrestabes memerlukan kerjasama dikarenakan keterbatasan. Keterbatasan tersebut meliputi : SDM, sarana dan prasaran serta anggaran.
a.	Pencapaian Grands Strategi Polri
1)	bidang Reskrim 
Strategi polri untuk merebut kepercayaan masyarakat di bidang reserse dan kriminal adalah memberikan SP2HP kepada masyarakat. SP2HP merupakan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Tujuan pemberian SP2HP kepada masyarakat adalah masyarakat dalam hal ini pelapor mengetahui perkembangan perkara yang telah dilaporkan kepada Polri. Di dalam SP2HP dimuat perihal langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Polri dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri di dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara. Proses pemberian SP2HP kepada pelapor telah berjalan dengan baik di jajaran satuan reskrim Polrestabes Semarang, namun demikian masih perlu pembenahan karena pemberian SP2HP tidak secara berkelanjutan artinya masih sering terjadi pemberian SP2HP hanya 1kali dalam proses penyidikan. Dan seringkali pemberian SP2HP diberikan manakala ada komplain dari masyarakat mengenai perkara yang dilaporkan. 
2)	bidang Lalulintas
strategi Polri untuk meraih kepercayaan dibidang lalu lintas adalah transparansi dalam pelayanan SIM, STNK dan BPKB. Polrestabes Semarang hanya melakukan pelayanan di bidang penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Pelayanan STNK dan BPKB dilakukan oleh Ditlantas Polda Jateng.
Langkah-langkah yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang untuk meraih “thrust building” adalah :
a)	Memberikan penanaman nilai-nilai moral kepada personel lalulintas bahwa Polri adalah pelayan dari masyarakat bukan sebaliknya. Penanaman nilain bahwa pimpinan Polri mengehendaki perubahan mindset dan culture set dalam kinerja Polri. Penanaman nilai-nilai tersebut dilakukan pada saat-saat apel pagi maupun setiap kesempatan.
b)	Kerjasama dengan instansi lain dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia. Kerjasama ini dalam bentuk penempatan unit BRI dalam satlantas Polrestabes Semarang, sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang akan membayar administrasi penerbitan SIM dan menghilangkan stigma kepada masyarakat bahwa uang tersebut untuk Polri melainkan untuk negara sebagai uang PNBP (Penerimaan Negara bukan Pajak).
c)	Memberikan informasi secara transparan di papan informasi/ papan pengumuman mengenai mekanisme penerbitan SIM dan berapa biaya yang harus dibayarkan. Hal ini mengandung maksud bahwa dengan mengetahui mekanisme penerbitan SIM dan biaya yang harus dikeluarkan maka para pemohon SIM akan mengurus SIM sendiri atau tidak melalui calo atau oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
d)	Memberikan punishment  atau hukuman kepada anggota satlantas Polrestabes Semarang yang terbukti melakukan pungutan liar kepada masyarakat/ pemohon SIM. Punishment yang diberikan oleh pimpinan Polrestabes Semarang thd anggota yang terbukti melakukan pungutan liar adalah dengan melakukan pemindahan tempat tugas.
Dalam penelitian dokumen, penulis menemukan pada tanggal 11 januari 2013 Kapolda Jateng telah mencopot 33 personel lalu  lintas dari jabatan karena dugaan melakukan pungutan liar terhadap masyarakat yang akan mengurus Surat Ijin Mengemudi. Hal ini untuk memberikan efek jera kepada personel lalu lintas yang bertugas.
e)	Program “road safety partnership” yakni sebuah program yang mengajak masyarakat pengguna jalan untuk bersama-sama dengan personel Polrestabes Semarang  dalam menciptakan keamanan dan keselamatan , ketertiban dan kelancaran di jalan raya.
3)	bidang Sabhara
Strategi Polri untuk membangun kepercayaan masyarakat dibidang sabhara adalah “quick respons” atau kecepatan bertindak dalam mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Langkah-langkah yang dilakukan oleh satsabhara Polrestabes Semarang adalah:
a)	Memberikan penanaman nilai-nilai moral kepada personel sabhara Polrestabes Semarang bahwa Polri adalah pelayan dari masyarakat bukan sebaliknya. Penanaman nilai bahwa pimpinan Polri mengehendaki perubahan mindset dan culture set dalam kinerja Polri. Penanaman nilai-nilai tersebut dilakukan pada saat-saat apel pagi maupun setiap kesempatan. 
b)	Memberikan pelatihan kepada personel sabhara Polrestabes mengenai pengamanan pertama di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan penanganan bila terjadi bencana alam.
c)	Menempatkan personel pada tempat-tempat yang bersentuhan dengan kegiatan masyarakat, sehingga bila terjadi kejadian maka personel sabhara akan cepat dalam mendatangi TKP, hal ini untuk merubah stigma yang ada bahwa Polri sangat lambat dalam mendatangi TKP.
d)	Patroli dialogis dg jalan kaki dan patroli berkuda. Maksud dan tujuan dari patroli dialogis adalah untuk mengetahui permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dengan melaksanakan patroli dialogis maka akan lebih mendekatkan Polri kepada masyarakat. Sedangkan maksud dari patroli berkuda adalah untuk menjangkau masyarakat tingkat  bawah, dimana setiap hari minggu masyarakat  dalam hal ini penarik kuda diperbolehkan beroperasi di kota semarang. Dengan menggunakan sarana kuda diharapkan bisa bersosialisasi dan menyerap aspirasi masyarakat yang  pada hari-hari biasa tidak diperbolehkan beroperasi di wilayah kota semarang. Kondisi demikian akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang menjadi pelayan dari masyarakat, mengerti permasalahan yang dihadapi pada level bawah dan bisa menjadi problem solving terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
4)	bidang Binmas
Strategi Polri untuk membangun kepercayaan masyarakat dibidang satbinmas melalui Pemolisian Masyarakat. Polmas (Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya. 
Strategi Polmas adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.
Langkah-langkah yang dilakukan oleh satbinmas Polrestabes Semarang untuk membangun kepercayaan adalah :
a)	Memberikan penanaman nilai-nilai moral kepada personel Binmas Polrestabes Semarang bahwa Polri adalah pelayan dari masyarakat bukan sebaliknya. Penanaman nilai bahwa pimpinan Polri mengehendaki perubahan mindset dan culture set dalam kinerja Polri. Penanaman nilai-nilai tersebut dilakukan pada saat-saat apel pagi maupun setiap kesempatan. 
b)	Melakukan kegiatan “JeMaRi” (Jelajah Masyarakat Setiap hari). Dengan melakukan kegiatan jelajah masyarakat setiap hari, diharapkan sekecil apapun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dapat diketahui sejak dini. Bila persoalan diketahui sejak dini diharapkan bisa diselesaikan ditingkat bawah. Hal ini untuk menekan permasalahan yang akan dilaporkan oleh masyarakat karena sudah dapat diselesaikan oleh petugas.
c)	Menempatkan petugas bhabinkamtibmas yakni 1 kelurahan 2 petugas bhabinkamtibmas. Dengan ditempatkan 2 petugas bhabinkamtibmas ditingkat kelurahan/ desa diharapkan persoalan masyarakat pada tingkat bawah dapat di selesaikan sejak dini.
d)	Mendirikan Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM)
e)	Kegiatan restoractive justice/ mediasi dalam penyelesaian perkara.
f)	Kegiatan road to campus dan road to school
g)	Pergelaran petugas bhabinkamtibmas/ polmas di masing-masing kelurahan (2 bhabin, 2 kelurahan)
5)	bidang SDM
Strategi yang dilakukan oleh Polri untuk membangun kepercayaan masyarakat dibidang Sumber Daya Manusia adalah transparansi dalam proses rekruitmen. Karena kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi, mak visi yang hendak diwujudkan oleh Polri dibidang SDM adalah Terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas menegakkan hukum. Prinsip dalam proses penyediaan SDM Polri adalah “BETAH” (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis).
Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang untuk membangun kepercayaan dibidang SDM adalah:
a)	Memberikan penanaman nilai-nilai moral kepada personel SDM Polrestabes Semarang bahwa Polri untuk mewujudkan visi Polri dibidang SDM maka proses rekruitmen adalah dengan menggunakan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akutabel dan Humanis). Penanaman nilai bahwa prinsip BETAH akan menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik, sehingga ke depan organisasi Polri akan memiliki SDM yang profesional, jujur dan bermartabat. Penanaman nilai-nilai tersebut dilakukan pada saat-saat apel pagi maupun setiap kesempatan. 
b)	“One Day Service” dalam setiap tahapan penerimaan artinya setiap tahapan test rekruitmen akan diumumkan pada hari itu juga. Maksud dari pelaksanaan “one day service” dalam pelaksanaan test dalam proses rekrutmen  adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dalam pelaksanan test tersebut transparan. Sehingga tidak ada celah lagi bagi pelaksana test maupun peserta untuk memanipulasi hasil test dalam proses rekruitmen.







	Simpulan Program Penguatan Institusi
			Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai program penguatan instusi dapat disimpulkan sebagai berikut :
NO	SASARAN	PEMAHAMAN	PENERAPAN	KENDALA
1.	Perilaku Individu	Sebagian anggota pada sudah mengalami perubahan mind set dan culture set.Anggota pada level bawah(bintara) belum memahami esensi dari program revitalisasi Polri.	Dalam pelaksanaan tugas, anggota tidak lagi arogan dan menampilkan senyum, sapa dan salam dalam memberikan pelayanan kepada masy namun demikian masih ada personel yang tidak simpatik dalam memberikan pelayanan.Anggota tidak melaksanakan dalam melaksanakan program revitalisasi	Baru sebagian kecil yang sudah mengikuti pelatihan NAC.Kurangnya motivasi anggota dalam melaksanakan program revitalisasi karena tidak ada standar dalam pemberian reward yang jelas.
2.	Perilaku Kelompok	Kelompok sudah memahami program revitalisasi.	Kelompok/satuan fungsi sudah menjabarkan program revitalisasi sesuai bidang tugasnya.	Hambatan yang dihadapi keterbatasan anggaran dan sarana dan prasarana sehingga untuk dapat melaksanakan program revitalisasi maka satfung (kelompok) menggali potensi masyarakat yang dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan program revitalisasi
3.	Sistem	Organisasi telah memahami program revitalisasi	Telah dilaksanakan sosialisasi thd seluruh anggota ttg program revitalisasi.Satfung (kelompok) menjabarkan sesuai bidang tugasnya.Dilaksanakan evaluasi  dan pengawasan serta pengendalian thdp pelaksanaan program.	Tidak adanya SOP dalam pemberian reward sehingga motivasi anggota dalam melaksanakan program revitalisasi masih kurang optimal.
4.	Program Revitalisasi Polri	Melalui Manajemen Perubahan	Polrestabes Semarang mengikutsertakan personel untuk mengikuti pelatihan NAC	Baru sebagian kecil personel Polrestabes yang mengikuti pelatihan NAC.








Implementasi program revitalisasi di Polrestabes Semarang adalah dengan menetapkan dan melaksanakan program unggulan dan secara terus menerus melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan program tersebut dengan harapan  Polrestabes Semarang semakin prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Terobosan kreatif  yang telah dilakukan oleh Polrestabes Semarang adalah :
1)	Pengembangan infrastruktur pelayanan.
a)	bidang lalu lintas;
	pembenahan pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi
	membuat ruang pengaduan info lantas (website, twitter, facebook, sms center, call center, email)
	membuat antrian elektronik
	inovasi penggunaan Avis untuk ujian teori
	pembentukan team pelayanan laka lantas terpadu.
	Melaksanakan TAA (Traffic Accident Analysis)
b)	bidang reskrim;
	Membuat software data base tahanan
	Membuat titik kumpul (posko) kring serse
	Penyediaan hotspot area di 4 titik
c)	bidang binmas;
Pendirian Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat
d)	bidang Intelkam;
	Pembuatan dan penyebaran leafled tentang mekanisme pelayanan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
	Penataan ruang pelayanan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
	Sosialisasi biaya administrasi sesuai dengan PP No 50 tahun 2010 (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
e)	bidang Sabhara;
pemasangan kotak patroli di 4 titik rawan: LP kedung pane dan Bulu; Kawasan toko mas kranggan; PLN jatingaleh; Hotel Patra jasa.
a.	Penataan sistem manajemen berbasis kompetensi dan sistem manajemen kinerja
Sistem penataan personel dalam melaksanakan tugas di Polrestabes sebagian besar sudah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Dalam penempatan personel di satuan kerja yang ada di Polrestabes, Kepala Bagian SDM memperhatikan karakteristik individu seperti kemampuan yang dimiliki, pengalaman, pengharapan dan kebutuhan dari organisasi. Namun demikian masih terjadi penempatan personel karena adanya intervensi atau titipan dari atasan. Karena dalam karakteristik organisasi Polri masih menganut sistem hirarki dan penghargaan sehingga hal tersebut sangat tidak mungkin untuk dihindari. Akibatnya kinerja yang diberikan kepada masyarakat belum mampu dilaksanakan secara optimal.
Hasil wawancara dengan kabag Sumda Polrestabes AKBP Sri Winarsih, SH :
“ Penempatan personel Polrestabes Semarang adalah berbasis kinerja dan kompetensi dari personel. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa penempatan personel Polrestabes karena adanya titipan dari pejabat tertentu. Seperti contoh adalah mantan adc kapolrestabes, begitu selesai melaksanakan tugasnya sebagai kapolrestabes maka pejabat tersebut menitipkan mantan adc nya di tempat tertentu. Hal ini sebagai bentuk reward atas tugas yg telah dilakukan.”

Hal ini dikuatkan dari pernyataan narasumber Aiptu Sugeng Windu S : 

“Dalam penempatan personel, Polrestabes Semarang dalam menempatkan personelnya berbasis kinerja dengan menyesuaikan bidang keahlian individu. Namuk masih terjadi dimana penempatan personel tidak sesuai dengan kompetensi  atau kinerja melainkan karena ada KKN atau intervensi dari atasan.”

Sistem Manajemen Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja pegawai pada Polri agar selaras dengan visi dan misi dari organisasi. Tujuan dari penilaian SMK adalah untuk mengetahui kinerja dari personel terhadap pekerjaan yang dilakukan. Penilaian dilakukan oleh pejabat penilai dan rekan pejabat yang dinilai. Penilaian meliputi faktor generik dan faktor spesifik. Pemberiaan SMK diperuntukkan bagi personel yang akan naik pangkat, menjalani pendidikan dan untuk mutasi jabatan bagi personel.
a.	Kesimpulan 
Dari hasil pengamatan, dokumentasi dan wawancara dapat diperoleh gambaran bahwa dalam pelaksaan sistem manajemen kinerja belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan pejabat penilai, pejabat yang dinilai dan rekan dari yang dinilai belum memahami bagaimana sistem penilaian itu dilakukan. Sehingga penilaian terhadap kinerja personel dilakukan secara asal-asalan. Bahkan dalam pemeriksaan dokumen memberikan penilaian SMK (Sistem Manejemen Kinerja) kepada personel , seorang atasan tidak tahu cara memberikan penilaian. Hal ini karena sosialisasi mengenai tata cara penilaian SMK (Sistem Manejemen Kinerja)  tidak tersosialisasi dengan baik.	
b.	Kendala yang dihadapi oleh anggota Polrestabes Semarang dalam penerapan kebijakan revitalisasi Polri.
Kebijakan revitalisasi Polri yang dilaksanakan oleh Polrestabes Semarang tidaklah berjalan dengan mulus. Ada kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang di dalam pelaksanaan kegiatan program revitalisasi yaitu:
1)	kendala yang pertama adalah Sumber daya manusia, dimana sumber daya manusia yang ada memiliki kelemahan sebagai berikut:
a)	Kurangnya motivasi personel Polrestabes Semarang dalam melaksanakan program revitalisasi Polri. Kurangnya motivasi ini dikarenakan tidak ada rangsangan thd personel untuk melaksanakan program revitalisasi, baik rangsangan dari dalam personel tersebut maupun rangsangan yang berasal lingkungan atau organisasi. Tidak adanya keseimbangan antara apa yang dirasakan oleh personel yang telah melakukan atau menjalankan program baik sebagai individu/ kelompok atau sistem dengan apa yang diterima. Artinya personel baik sebagai individu/ kelompok atau sebagai sistem yang telah melaksanakan dibandingkan dengan personel yg tidak melaksakan program tsb tidak ada bedanya.
b)	Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa sebagian besar personel Polrestabes Semarang pada level bawah kurang mengerti dan memahami akan maksud dan tujuan yang hendak di capai oleh program revitalisasi Polri, dimana rata-rata dari personel yang di wawancara dan pengisian kuesioner tidak bisa menyebutkan pengertian program quick wins, grands stategi  polri dan program revitalisasi polri. Ketidaktahuan personel Polrestabes karena adanya sifat tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap program revitalisasi. Mereka beranggapan bahwa untuk program revitalisasi yang wajib tahu adalah pimpinan sedangkan anggota adalah pelaksana yang akan menjalankan perintah dari pimpinan satuan kerja/ fungsi mereka.  Mereka terbelenggu oleh rutinitas pekerjaan yang selama ini dikerjakan dan bersifat monoton atau menunggu perintah dari atasan.
c)	Kurangnya jumlah personel Polrestabes Semarang. Jumlah personel yang bertugas di tiap-tiap Fungsi Polrestabes Semarang belum sebanding (belum proporsional) dengan jumlah masyarakat yang harus dilayaninya, sehingga mengakibatkan kinerja yang dilakukan belum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dari data yg ada jumlah personel Polrestabes Semarang adalah 2708 personel, sedangkan jumlah penduduk 1.722.778 jiwa. Jadi perbandingan antara anggota Polrestabes Semarang dengan jumlah penduduk adalah 1 : 636. Sedangkan perbandingan ideal adalah 1:400. Artinya seorang petugas kepolisian melayani 400 masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan beban pekerjaan untuk melaksanakan tugas rutin masih belum berimbang. Ditambah beban pekerjaan untuk melakukan program revitalisasi, hal ini menjadikan beban pekerjaan personel polretabes Semarang menjadi meningkat.
d)	Masih adanya sebagian personel yang tidak mau berubah mindset nya . kondisi tersebut dikarenakan personel tersebut sudah merasa nyaman dengan mindset yang lama dimana Polri adalah warga kelas atas yang seharusnya mendapatkan pelayanan dari masyarakat. 
2)	Material (sarana dan prasarana)
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tiap-tiap Satuan fungsi Polrestabes Semarang belum memadai hal tersebut menjadikan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Polrestabes Semarang belum dapat melaksanakan program revitalisasi secara optimal. 
3)	Money (Anggaran).
Dukungan anggaran yang dimiliki oleh Satuan fungsi Polrestabes Semarang yang bersumber dari mata anggaran DIPA, masih kurang mampu memenuhi kebutuhan baik kebutuhan manajemen maupun operasional sehingga hal ini seringkali menjadi alasan klasik yang kurang mampu dipecahkan Alokasi anggaran yang digunakan oleh Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didalam anggaran DIPA di Polrestabes Semarang, sangat dirasakan kurang mampu mendorong kinerja. Anggaran yang ada saat ini hanya dialokasikan untuk kegiatan pelayanan Polri secara umum dan belum ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan maupun pengadaan sarana prasarana khusus dalam rangka mendorong pelaksanaan terobosan kreatif (creative breaktrough) di bidang pelayanan Polri kepada masyarakat, akibatnya kinerja Polri di tingkat Polrestabes belum dapat dikembangkan, sehingga bentuk-bentuk pelayanan Polri tersebut, dirasakan belum menjangkau hingga ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan terobosan kreatif yang dilakukan adalah bantuan dari masyarakat atau partisipasi pihak ketiga.
4)	Methode (metode ): 
a)	Tidak adanya reward atau penghargaan yang diberikan oleh atasan kepada personel baik yang secara individu atau kelompok. 
b)	Perencanaan program revitalisasi tidak berjalan dengan baik karena kurang pahamnya personel yang menjadi middle manajer. Hal ini tercermin dari jawaban responden yang kurang memahami program quick wins, grands strategi polri dan revitalisasi polri.
c)	Pelaksanaan program sampai saat ini hanya sejauh menggugurkan kewajiban saja atau terkesan “asal-asalan”.
d)	Kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian.
SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
1.	Simpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh gambaran sebagai berikut:
a.	Terkait dengan penanaman nilai-nilai atau perubahan mind set kepada anggota  Polrestabes Semarang mengenai perubahan budaya di tubuh Polri telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada seluruh personel pada pelaksanaan apel, diskusi, sarasehan dengan anggota dan mengikutsertakan personel Polrestabes Semarang untuk mengikuti pelatihan  NAC. Sebagian besar perilaku anggota Polrestabes Semarang masih belum menunjukkan perubahan mind set maupun culture set dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.
a.	Terkait dengan program Grand Strategi Polri, Quick Wins dan Revitalisasi Polri, pimpinan Polrestabes Semarang telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan program tersebut dan seluruh anggota Polrestabes Semarang mengetahuinya akan tetapi pemahaman anggota terkait dengan program tersebut masih dirasa sangat kurang. Pada level middle manager telah mengetahui dan memahami program tersebut akan tetapi pada level first manajer kebawah yang menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan kurang memahami program tersebut. 
b.	Perilaku individu dalam organisasi (Polrestabes Semarang) terkait program revitalisasai tergantung dari karateristik individu tersebut. Semakin tinggi tingkat tanggung jawab atau kepangkatan individu, pengalaman, kemampuan maka semakin besar pengetahuan dan rasa tanggung jawab individu atau anggota thd keberlangsungan program revitalisasi. 
c.	Perilaku kelompok dalam satuan fungsi di Polrestabes Semarang terkait program revitalisai dapat dijelaskan bahwa tiap-tiap satuan fungsi menjabarkan program revitalisasi. Tahapan-tahapan yang ada dalam program revitalisasi telah dilaksanakan oleh tiap-tiap satuan fungsi namun demikian dari pengamatan penulis masih ada satuan fungsi yang belum optimal dalam menjabarkan program terobosan kreatif.
d.	Sebagai sistem organisasi, Polrestabes dalam menjabarkan program revitalisasi melakukan upaya-upaya yakni : a) memberikan sosialiasi atau pemahaman kepada personel Polrestabes Semarang mengenai arah kebijakan pimpinan mengenai program Quick Wins, Grands Strategi Polri dan Revitalisasi Polri. b) Membentuk tim atau kelompok sesuai dengan bidang tugasnya untuk menjabarkan program revitalisasi ditingkat Polrestabes Semarang. c) Untuk meningkatkan pencapaian program revitalisasi maka diberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan ide, gagasan dan inovasi secara berjenjang.
e.	Untuk meningkatkan motivasi personel, pimpinan Polrestabes memberikan reward dan punishment kepada anggota. Namun demikian pelaksanaannya belum dapat berjalan secara optimal karena tidak adanya standar/ kriteria yang jelas dalam pemberian reward. Pemberian  punishment kepada personel yang melanggar peraturan maka Polrestabes  berpedoman Peraturan Kapolri No : 43 tahun 2004 tanggal 30 September 2004 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri.
f.	Polrestabes Semarang dalam melaksanakan program revitalisasi mengadakan kerjasama dengan masyarakat dan instansi lain. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh Polrestabes Semarang baik dibidang personel, anggaran dan sarana serta prasarana. 
g.	Polrestabes Semarang telah melaksanakan program grands strategi Polri tahap pertama yakni membangun kepercayaan masyarakat (thrust building).
2.	Kendala yang dihadapi Anggota Polrestabes Semarang dalam Penerapan Kebijakan Revitalisasi Polri
Pelaksanaan program revitalisasi Polri di Polrestabes Semarang saat ini pada kenyataannya masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan adanya hambatan atau kendala :
a. 	Bidang SDM (Man)
1)	Kurangnya motivasi personel Polrestabes Semarang dalam melaksanakan program revitalisasi Polri. 
2)	Sebagian besar personel Polrestabes Semarang pada level bawah kurang mengerti dan memahami akan maksud dan tujuan yang hendak di capai oleh program revitalisasi Polri.
3)	Kurangnya jumlah personel Polrestabes Semarang. 
4)	Masih adanya sebagian personel yang tidak mau berubah mindset nya . 
b. 	Bidang Anggaran (Money);
Alokasi anggaran yang kurang memadai guna mendukung kegiatan manajemen dan operasional.
c. 	Bidang Material (sarana dan prasarana) 
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polrestabes Semarang masih kurang, hal ini menjadikan kendala dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai aparat pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
d. 	Methode (metode)
1)	Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang reward atau penghargaan yang diberikan. 
2)	Perencanaan program revitalisasi tidak berjalan dengan baik.
3)	Pelaksanaan program sampai saat ini hanya sejauh menggugurkan kewajiban saja atau terkesan “asal-asalan”.
4)	Kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian.
3.	Implikasi Teoritis
Penelitian ini  memberikan sumbangan bagi :
a.	Teori Perilaku Organisasi
Hasil penelitian memperkuat teori perilaku organisasi dimana tujuan organisasi ditentukan melalui perilaku individu, perilaku kelompok dan sistem organisasi. Karateristik yang dimiliki oleh anggota Polrestabes sangat dipengaruhi oleh tingkat pangkat, jabatan, pengalaman dan kemampuan. Semakin tinggi pangkat, jabatan, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki oleh individu (personel polrestabes Semarang) maka akan semakin besar rasa tanggung jawab keberhasilan program revitalisasi Polri. Perilaku kelompok (satuan fungsi) yang dipimpin oleh Kasat yang mempunyai rasa tanggung jawab akan sangat menentukan keberhasilan program revitalisasi Polri. Kelompok (satfung) dapat memberikan motivasi kepada anggota untuk menjalankan program revitalisasi. Demikian pula dengan sistem atau metode yang dilaksanakan sangat menentukan keberhasilan program revitalisasi polri. Sistem yang dibangun oleh Polrestabes untuk melaksanakan program revitalisasi belum maksimal karena adanya hambatan-hambatan. Salah satu yang menjadi hambatan adalah adanya perilaku individu (anggota) yang sangat bertolak belakangan dengan tujuan dari revitalisasi Polri.
b.	Konsep Manajemen Perubahan
Hasil penelitian memperkuat konsep Manajemen Perubahan dimana:
1)	Proses perubahan menyangkut mempelajari sesuatu yang baru yakni Personel Polrestabes Semarang mengikuti pelatihan NAC untuk merubah mindset dan mendapatkan informasi mengenai program grands strategi polri, quick wins serta revitalisasi Polri.
1)	Polrestabes Semarang memahami bahwa untuk dapat melakukan perubahan maka personel Polrestabes semarang merupakan pusat dari semua perubahan organisasional. Sehingga untuk Polrestabes memberikan pelatihan NAC thd personel dan memberikan penanaman nilai-nilai moral. 
c. 	Teori Kerjasama
Hasil penelitian memperkuat teori kerjasama dimana perubahan dalam hal ini adalah program revitalisasi  tidak bisa berjalan tanpa adanya kerjasama. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Polrestabes Semarang tidak bisa melaksanakan program revitalisasi Polri tanpa kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Hal ini dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh Polrestabes Semarang yang mengharuskannya untuk bekerjasama dengan berbagai pihak.
d. 	Teori Motivasi Kerja
Hasil penelitian memperkuat teori motivasi kerja, dimana individu atau personel Polrestabes Semarang yang dalam pelaksanaan tugasnya tergabung dalam kelompok-kelompok (unit/tim) bekerja berdasarkan sistem. Dalam penelitian diperoleh bahwa tidak adanya reward yang jelas kepada anggota menjadikan program revitalisasi tidak terlaksana dengan baik karena anggota tidak memperoleh kepuasan thd pekerjaan yang telah dilakukan.
4.	Implikasi Kebijakan
Guna implementasi program revitalisasi Polri di Polrestabes Semarang dapat berjalan secara optimal , maka penulis memberikan saran : 
a.	Bidang SDM (Man) :
1)	Perlunya sosialisasi secara terus menerus sehingga seluruh personel Polrestabes Semarang mengerti dan memahami serta pada akhirnya bisa melaksanakan program revitalisasi Polri .
2)	Perlu mempercepat perubahan budaya Polri dengan memacu perubahan pada mind set Polri dengan peniadaan terhadap : Polisi yang arogan, Polisi penindas, Polisi juragan, Polisi sebagai penguasa, Polisi yang menakuti/menyakiti rakyat, Polisi yang menyalahgunakan wewenang, dan lain sebagainya untuk diarahkan menuju kepada Polisi yang profesional, proporsional, transparan dan akuntabel.
3)	Perlu segera melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, civitas akademika maupun Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melaksanakan pengkajian terhadap pelaksanaan program revitalisasi Polri guna dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan terkait dengan bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan, sekaligus bersama-sama melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk mempercepat perubahan mind set dan culture set personel Polrestabes Semarang.	
b.	Bidang Anggaran (Money):
Mengalokasikan anggaran yang akan digunakan untuk menjalankan program revitalisasi Polri khususnya anggaran untuk perubahan mindset sehingga seluruh personel Polrestabes mendapatkan pelatihan NAC/ ESQ dan untuk membuat terobosan kreatif 
c.	Bidang Sarana dan Prasarana (Material)
Menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program revitalisasi Polri. Sehingga tidak ada lagi personel yang mengadakan secara swadaya baik peralatan perorangan maupun peralatan kelompok yang dibutuhkan untuk melaksanakan program revitalisasi. Pengadaan secara swadaya oleh personel sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dengan dalih untuk melaksanakan program. 
d.	Metode (methode ):
1)	Perlu diberikannya reward kepada personel atau kelompok yang telah menjalankan program revitalisasi dengan baik. Untuk itu perlu adanya standar atau kriteria yang jelas terkait pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok. 
2)	Perlunya perhatian yang serius dari penanggung jawab terhadap setiap tahapan dalam sistem manajemen (tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian) sehingga setiap tahapan program revitalisasi dapat berjalan dengan baik.
5.	Keterbatasan penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengalami keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain:
a.	Di dalam program revitalisasi Polri, komponen yang pertama adalah penguatan institusi.  Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi Pokok Program Revitalisasi yaitu Grand Strategi Polri tahun 2005-2025 dan implementasi struktur organisasi Polri yang baru. Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya sebatas pencapaian grands strategi tahap pertama yakni thrust building (membangun kepercayaan) dan tahap kedua yakni pathnership building (membangun kemintraan), sedangkan untuk tahap ketiga yakni tahap strive for excelent (menuju pelayanan prima) belum dikaji karena program tersebut belum berjalan. Demikian juga program implementasi struktur organisasi Polri yang baru belum dilakukan pendalaman.
b.	Komponen yang ketiga dalam program revitalisasi adalah peningkatan integritas. Komponen peningkatan integritas belum dilakukan penelitian oleh penulis.
6.	Agenda penelitian mendatang
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Karakteristik Individu:
Kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, Pengalaman, Pengharapan dan lainnya

Perilaku Individu dalam Organisasi

Karakteristik Organisasi:
Hirarki, Tugas-tugas, Wewenang, Tanggung Jawab, Sistem Penghargaan, Sisitem kontrol dan lainnya

Efektivitas Organisasi

Efektivitas Kelompok

Efektivitas Individual

Sebab-sebab :
Lingkungan
Teknologi
Pilihan strategi
Struktur
Proses
kultur

Sebab-sebab :
Ketrampilan
Kepemimpinan
Struktur
Status
Peran
Norma-norma

Sebab-sebab :
Kemampuan
Ketrampilan
Pengetahuan
Sikap
Motivasi
stress
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